BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA SERTA NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga
kualitas perizinan yang dapat
dipertanggungjawabkan, perlu didukung
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang
cepat, mudah, terintegrasi, transparan, eflsien, efektif,
dan akuntabel,;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,
Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP
Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6619);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7115);
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 128);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018
tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
122);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 270);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos,
Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
265);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Dan  Upaya



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Pemantauan  Lingkungan Hidup Atau  Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
Peraturan  Menteri  Pariwisata dan  Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan
/ atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
269);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan / atau
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen
KP) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya (Berita
Negara Tahun 2024 Nomor 268);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 257) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 13 Tahun 2023;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1039);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan,
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 435);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
292);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 271);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 273);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun
2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Perdagangan ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282 );
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022
Nomor 34);

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Berita Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 72);
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 06 Tahun
2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA SERTA NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

>

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat
daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur.

Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi
terkait penanaman modal yang tidak termasuk dalam sistem perizinan
OSS (Online Single Submission).

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan
dalam  bentuk persetujuan yang dituangkan dalam = bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri
pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui
sistem elektronik yang terintegrasi

Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas
pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku Usaha
melakukan pendaftaran.
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Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Non-izin adalah persetujuan atau legalitas yang diberikan oleh
pemerintah untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori perizinan
berusaha

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang
Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
Bidang Lingkungan Hidup.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang
dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha

Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha
mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M
adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan
menengah.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat
KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
statistik.

Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana
diatur dalam perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Delegasi adalah delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan vang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan kepada DPMPTSP, adalah sebagai upaya :

a.

b.

C.

mewujudkan tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha

dan non perizinan;

mewujudkan pelayanan di bidang berusaha non perizinan yang cepat,

efektif dan transparan;

mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha non perizinan.



Pasal 3

Tujuan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara cepat mudah, terintegrasi, transparan, efektif,
efisien dan akuntabel.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
kepada Kepala DPMPTSP yang menjadi urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang
dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

(3) Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS;
b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem

OSS;

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem OSS;

Perizinan Lingkungan Melalui Aplikasi AMDALNET;

Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi SIMBG; dan

Perizinan Non Berusaha melalui Sistem SICANTIK CLOUD dan Sistem

MPP DIGITAL (MPPD).

(4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri

oo Q0

atas sektor :

kelautan dan perikanan;

pertanian,;

lingkungan hidup dan kehutanan;
perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transportasi;

S NN

. kesehatan, obat dan makanan;

e

pendidikan dan kebudayaan,;
j- pariwisata; dan
k. ketenagakerjaan.

(5) Jenis perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perizinan Berusaha.

(6) Jenis perizinan sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha,
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c,huruf d, dan huruf e



mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata
ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

(7) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f,
merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(8) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian seluruh
kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha yang didelegasikan kepada Kepala
DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan,
DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan
tanggungjawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.

(2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
dilakukan secara elektronik;

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam penerbitannya melalui Sistem
OSS-RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Persyaratan Dasar Perizinan melalui aplikasi SIMBG, AMDALNET, dan OSS
RBA;

(4) Penerbitan Non Perizinan melalui Sistem Aplikasi SICANTIK CLOUD dan
Sistem MPP DIGITAL (MPPD).

Pasal 8

(1) Kewenangan Kepala Dinas dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Non

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a. proses notifikasi persetujuan/penolakan perizinan berusaha melalui
sistem yang dikelola oleh OSS-RBA,;

b. proses pelayanan administrasi;

c. penandatanganan dokumen administrasi Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan yang dilayani melalui OSS-RBA, AMDALNET, SIMBG,
SICANTIK CLOUD dan MPP DIGITAL;



d. penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

e. pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. penerapan standar pelayanan.

(2) Penandatanganan dokumen administrasi Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa tanda tangan
elektronik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 9

Berdasarkan pendelegasian kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala DPMPTSP wajib untuk:

a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Non Perizinan kepada masyarakat;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang
terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
dan

c. menyusun Standar Operasional Prosedur wuntuk setiap Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.

BAB V
PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 11

(1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah kabupaten kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. jumlah perizinan yang diterbitkan,;
b. rencana dan realisasi investasi; dan
c. kendala dan solusi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala
setiap 3 (tiga) bulan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan
evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang
dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan
kewenangannya.



BAB VII
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
Pasal 12

(1) Bupati melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah.
(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
BAB VIII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Pasal 13

(1) Kepala DPMPTSP wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan
dibidangnya dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk
penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk
menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan
dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud
berdasarkan rekomendasi Kepala DPMPTSP sepanjang sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan pertimbangan
tertulis dari Kepala DPMPTSP.

Pasal 14

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Lampung Timur Nomor 34 tahun 2022 tentang Pendelegasian
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Serta Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2022 Nomor 34).



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung

Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 22 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 87

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
SERTA NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BERDASARKAN
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :

A. Sektor Kelautan dan Perikanan

©NOU PN

Penangkapan Pisces/IkanBersiripdiPerairan Darat

Penangkapan crustacean di perairan darat.

Penangkapan Mollusca di perairan darat.
Penangkapan/pengambilan tumbuhan air diperairan darat.
Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat.
Penangkapan ikan hias di perairan darat.

Penangkapan Biota Air lainnya di perairan darat.

Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut wilayah Kabupaten.
Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan darat wilayah Kabupaten.
Pembenihan ikan laut.

Budidaya ikan hias air laut.

Pembesaran ikan air tawar di kolam.

Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung.

Pembesaran ikan air tawar di karamba.

Pembesaran ikan air tawar di sawah.

Budidaya ikan hias air tawar.

Pembenihan ikan air tawar.

Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap.

Budidaya ikan air tawar di media lainnya.
Jasa sarana produk si Budidaya ikan laut.

Jasa produk si Budidaya ikan laut.

Jasa pasca panen Budidaya ikan laut.

Jasa sarana produksi Budidaya ikan air tawar.

Jasa produksi Budidaya ikan ikan air tawar.

Jasa pasca panen Budidaya ikan ikan air tawar.
Pembesaranpisces/ikan bersirip air payau.

Pembenihan ikan air payau.

Pembesaran Mollusca air payau.

Pembesaran crustacean air payau.

Pembesaran tumbuhan air payau.

Budidaya Biota air payau lainnya.

Jasa sarana produksi budidaya ikan air payau.

Jasa produksi budidaya ikan air payau.

Jasa pasca panen budidaya ikan air payau.

Ekstraks igaram.

Industri penggaraman/pengasinan ikan.

Industri pengasapan/pemanggangan ikan.

Industri pembekuan ikan.

Industri pemindangan ikan.

Industri peragian/permentasi ikan.

Industri berbasis daging lumatan dan surimi.

Industri pendinginan/pengesan ikan.

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan.
Industri pengolahan danpengawetan ikan dan biota air(bukan udang dalamkaleng).
Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng.
Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya.
Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya.
Industri pembekuan biota air lainnya.

Industri pemindangan biota air lainnya.



50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

Industri peragian/fermentasibiota air lainnya.

Industri berbasis lumatanbiota air lainnya.

Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya.

Industri pengolahan rumput laut.

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya.
Industri minyakikan.

Industri produk masak lainnya.

Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya.

Perdagangan eceran hasil perikanan.

Perdagangan eceran daging dan ikan olahan.

Perdagangan eceran ikan hias.

Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan,dan hewan piaraan.
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan.
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan.
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas, dan
pakan ikan.

Angkutan sungai dan dana untuk barang khusus.

Surat izin usaha perikanan.

B. Sektor Pertanian

41.
42.
43.

Budidaya tanaman pakan ternak.

Pembenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan Bit (bukanBitgula).
Pembibitan dan budidaya sapi potong.

Pembibitan dan budidaya sapi perah.

Pembibitan dan budidaya kerbau potong.

Pembibitan dan budidaya kerbau perah.

Peternakan kuda dan sejenisnya.

Peternakan unta dan sejenisnya.

Pembibitan dan budi daya domba potong.

Pembibitan dan budidaya kambing potong.

Pembibitan dan budidaya kambing perah.

Pembibitan dan budidaya domba perah.

Produksi bulu domba mentah/Raw wool.

Peternakan babi.

Budidaya ayam ras pedaging.

Budidaya ayam ras petelur.

Pembibitan ayam local dan persilangannya.

Budidaya ayam local dan persilangannya.

Pembibitan dan budidaya itik dan/ atau bebek.

Pembibitan dan budidaya burung puyuh.

Pembibitan dan budidaya burung merpati.

Pembibitan ayam ras.

Pembibitan dan budidaya ternak ungags lainnya

Pembibitan dan budidaya burung unta.

Pengusahaan kokon/ kepompong ulat sutra.

Pembibitan dan budidaya lebah.

Pembibitan dan budidaya rusa.

Pembibitan dan budidaya kelinci.

Pembibitan dan budidaya cacing.

Pembibitan dan budidaya walet.

Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya.

Jasa pelayanan kesehatan ternak.

Jasa perkawinan ternak.

Jasa penetasan telur.

Jasa penunjang peternakan lainnya.

Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas.
Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas.
Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas.
Industri pengawetan kulit.

Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan
apotik.

Perdagangan eceran obat tradisionaluntuk hewan.
Perdagangan eceran kosmetik untuk hewan.

Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum,
dan kosmetik lainnya.



44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
7.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Aktivitas kesehatan hewan.

Pertanian jagung.

Pertanian gandum.

Pertanian kedelai.

Pertanian kacangtanah.

Pertanian kacanghijau.

Pertanian serealia lainnya, aneka kacang.

Pertanian padi hibrida.

Pertanian padi inbrida.

Pertanian aneka umbi pala wija.

Industri penggilingan gandum dan serealia lainnya.
Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous).
Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)
Industri pati ubi kayu.

Industri penggilingan padi dan penyosohanberas.
Industri penggilingan dan pembersihan jagung.

Jasa penumpukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan
gulma.

Jasa pasca panen.

Pemilihan benih tanaman untuk pengembang biakan.
Jasa pengolahan lahan.

Jasa pemanenan.

Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara.
Jasa penunjang pertanian lainnya.

Industri tempe kedelai.

Industri tahukedelai.

Industri konsentrat makanan ternak.

Pertanian aneka kacang hortikultura.

Pertanian hortikultura sayuran daun.

Pertanian hortikultura buah.

Pertanian hortikultura sayuran buah.

Pertanian hortikultura sayuran umbi.

Pertanian jamur.

Pertanian hortikultura sayuran lainnya.

Pertanian tanaman bunga.

Pembibitan tanaman bunga.

Pertanian buah anggur.

Pertanian buah tropis dan subtropis.

Pertanian buah jeruk.

Pertanian buah apel dan buah batu (Poma and stone fruit).
Pertanian buah beri.

Pertanian sayuran tahunan.

Pertanian tanaman semusim lainnya YTDL.

Pertanian buah semak lainnya.

Pertanian cabai.

Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang.
Pertanian tanaman hias.

Pertanian pengembang biakan tanaman.

Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan.
Perkebunan tebu.

Perkebunan tembakau.

Pertanian tanaman pakan ternak.

Pertanian tanaman semusim lainnya Ytdl. (Budidaya dan produksi benih)
Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis.

Pertanian buah biji kacang-kacangan.

Perkebunan buah kelapa.

Perkebunan buah kelapa sawit.

Pertanian tanaman untuk bahan minuman.

Perkebunan lada.

Perkebunan cengkeh.

Perkebunan tanaman aromatik/penyegar.

Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang (ginseng).
Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (kina, adas, pinang,
gambir).



107. Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya
(kemiri, panili, kayu manis, pala).

108. Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

109. Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya.

110. Industri kopra.

111. Industri minyak mentah kelapa.

112. Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palmoil).

113. Industri gula pasir.

114. Industri pengolahan teh.

115. Industri pengeringan dan pengolahan tembakau.

116. Industri pengasapan karet.

117. Jasa pasca panen.

118. Industri kakao.

119. Industri bumbu masak dan penyedap masakan.

120. Industri minyak goring kelapa.

121. Industri pengolahankopi.

122. Industri gulamerah.

123. Industri minyakatsiri

124. Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan

125. Pertanian bit,guladantanamanpemanisbukantebu

126. Pertanian tanaman berserat

127. Pertanian buah oleaginous lainnya (budidaya zaitun)

128. Pelayanan jasa laboratorium veteriner

129. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedikveteriner (praktik dokter hewan
untuk warga Negara Indonesia)

130. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedikveteriner (praktik dokter hewan
untuk warga negara Asing)

131. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedikveteriner (pelayanan
paramedikveteriner)

132. Sertifikat cara budidaya ternak yang baik

133. Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik

134. Sertifikat veteriner lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa
penyakit hewan antar Kab/ Kota dalam Provinsi.

135. Registrasi PSAT produksi dalam negeriusahakecil (PSAT-PDUK)

C. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan
1. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya (pengumpulan limbah B3 skala
Kabupaten).
Pengumpulan air limbah tidak berbahaya.
Pengumpulan air limbah berbahaya.
Treatment dan pembuangan airlimbah berbahaya.
Usaha kehutanan Lainnya (Taman hutan Rakyat skala Kabupaten).

akoebn

D. Sektor Perindustrian

Industri pengolahan danpengawetanprodukdagingdandagingunggas
Industri penggaraman/pengeringanikan.

Industri pengasapan danpemangganganikanlaut

Industri pembekuan ikan

Industri pemindangan ikan

Industri peragian/fermentasiikan

Industri berbasis daginglumatandansurim

Industri pendinginan/pengesan ikan

Industri pengolahan dan pengawetanlainnyauntukikan

10. Industri pengolahan dan pengawetan ikan danbiotaair(bukanudangdalamkaleng)
11. Industri pengolahan dan pengawetan udangdalamkaleng

12. Industri penggaraman dan pengeringan biota lainnya

13. Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya

14. Industri pembekuan biota air lainnya

15. Industri pemindangan biota air lainnya

16. Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya

17. Industri berbasis lumatan biota air lainnya

18. Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya

19. Industri pengolahan rumput laut

20. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya
21. Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran

22. Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran

WONOOARN



23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran

Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran

Industri pengolahan sari buah-buahan dan sayuran
Industri tempe kedelai
Industri tahu kedelai

Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain

tahu dan tempe

Industri pengolahan dan pengawetan lainnyabuah-buahan dan sayuran

Industri minyak mentah dan lemak nabati
Industri margarine

Industri minyak mentah dan lemak hewan selain ikan

Industri minyak ikan

Industri minyak goring bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit

Industri kopra

Industri minyak mentah kelapa

Industri minyak goreng kelapa

Industri tepung dan pelet kelapa

Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palmoil)

Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crudepalmkerneloil)

Industri pemisahan dan fraksi nasi minyak mentah

Industri pemurnian kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit
Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit

Industri minyak goreng kelapa sawit

Industri minyak mentah dan lemak nabati hewani dan lainnya

Industri pengolahan susu segar dan krim
Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
Industri pengolahan eskrim

Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es

balok)
Industri pengolahan produk dari susu lainnya

Industri penggilingan gandum dan pengolahan serelia lainnya
Industri penggilingan aneka kacang(termasuk legominous)
Industri pengolahan dan penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasukrhizoma)

Industri tepung campuran dan adonan tepung
Industri makanan sereal

Industri tepung terigu

Industri pati ubi kayu

Industri berbagai macam pati palma

Industri glukosa dan sejenisnya

Industri patilainya

Industri penggilingan padi dan penyesohan beras
Industri penggilingan dan pembersihan jagung
Industri tepung beras dan tepung jagung
Industri pati beras dan jagung

Industri pemanis dari beras dan jagung
Industri minyak dari beras dan jagung
Industri produk roti dan kue

Industri gulapasir

Industri gulamerah

Industri sirop

Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup
Industri kakao

Industri makanan, cokelat dan kembang gula
Industri manisan buah dan sayuran kering
Industri kembang gula

Industri kembang gula lainnya

Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
Industri makanan dan masakan olahan
Industri pengolahan kopi

Industri pengolahan herbal

Industri pengolahan the

Industri kecap

Industri bumbu masak dan penyedap masakan



86. Industri produk masak dari kelapa

87. Industri pengolahan garam

88. Industri produk masak lainnya

89. Industri makananbayi

90. Industri kue basah

91. Industri makanan dari kedelai bukan kacang-kacangan lainnya, bukan kecap
tempe dan tahu

92. Industri kerupuk, peyek dan sejenisnya

93. Industri krimmer nabati

94. Industri dodol

95. Industri produk makanan lainnya

96. Industri ransum makanan hewan

97. Industri konsentrat makanan hewan

98. Industri malt

99. Industri minuman ringan

100. Industri airminum dan airmineral

101. Industri air kemasan

102. Industri air minum isi ulang

103. Industri minuman lainnya

104. Industri sigaret kretek tangan

105. Industri rokok putih

106. Industri sigaret kretek, mesin

107. Industri rokok lainnya

108. Industri pengeringan dan pengolahan tembakau

109. Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya

110. Industri persiapan serat tekstil

111. Industri pemintalan benang

112. Industri pemintalan benang jahit

113. Industri pertenunan (bukan pertenunankarung goni dan karung lainnya)

114. Industri kain tenun ikat

115. Industri bulu tiruan tenunan

116. Industri penyempurnaan benang

117. Industri penyempurnaan kain

118. Industri percetakan kain

119. Industri batik

120. Industri kain rajutan

121. Industri kain sulaman/border

122. Industri bulu tiruan rajutan

123. Industri barang jadi tekstil untuk kebutuhan rumahtangga

124. Industri barang jadi tekstil sulaman

125. Industri bantal dan sejenisnya

126. Industri karung goni

127. Industri karung bukan goni

128. Industri barang jadi tekstil lainnya

129. Industri karpet dan permadani

130. Industri tali

131. Industri barang daritali

132. Industri kain pita

133. Industri penghasil kain untuk industry

134. Industri non woven

135. Industri kain ban

136. Industri kapuk

137. Industri kain tulle dan kain jarring

138. Industri tekstil lainnya

139. Industri pakaian jadi (konveksitekstil)

140. Industri pakaian jadi (konveksidarikulit)

141. Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan

142. Industri perlengkapan pakaian dari tekstil

143. Industri perlengkapan pakaian dari kulit

144. Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu

145. Industri pakaian jadi rajutan

146. Industri pakaian sulaman/border

147. Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya

148. Industri pengawetankulit

149. Industri penyamakankulit
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Industri pencelupankulitbulu

Industri kulitbuatan/imitasi

Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk pribadi

Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan industry
Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan
Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya
Industri alas kaki untuk sehari-hari

Industri sepatu olahraga

Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industry

Industri alas kaki lainnya

Industri penggergajian kayu

Industri pengawetan kayu

Industri rotan, bamboo dan sejenisnya

Industri pengolahan rotan

Industri partikel seluruh kayu dan jenis lainnya

Industri kayu lapis

Industri kayu lapis laminasi termasuk plywood

Industri panel kayu lainnya

Industri veneer

Industri kayu laminasi

Industri barang bangunan dan kayu

Industri bangunan prafabrikasi dari kayu

Industri wadah dari kayu

Industri barang anyaman dan rotan dari bamboo

Industri barang anyaman dan rotan bukan dari bambu

Industri kerajinan kayu bukan mebbel

Industri alat dapur dari kayu rotan, dan bamboo

Industri kayu bakar dan pellet kayu

Industri barang dari rotan kayu, gabus & lainnya

Industri bubur kertas (pulp)

Industri kertas budaya

Industri kertas berharga

Industri kertas khusus

Industri kertas lainnya

Industri kertas dan papan kertas bergelombang

Industri kemasan dan kertas dari karton

Industri kertastissue

Industri barang dari kertas dan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di
tempat lain

Industri percetakan umum

Industri percetakan khusus

Industri percetakan printing 3d

Industri jasa penunjang percetakan

Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak

Industri produk dari batu bara

Industri pembuatan minyak pelumas

Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas

Industri produk dari hasil kilang minyak bumi

Industri briket batu bara

Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali

Industri kimia dasar anorganik gas industry

Industri kimia dasar anorganik dan pigmen

Industri kimia dasar anorganik lainnya

Industri kimia dasar anorganik yang bersumber dari hasil pertanian
Industri kimia dasar organic untuk bahan baku Zat warna dan pigmen
Industri kimia dasar organic yang bersumber dari Minyak bumi, gas alam, dan
batubara

Industri kimia dasar organic yang menghasilkan Bahan kimia khusus
Industri kimia dasar organic organic lainnya

Industri pupuk alam non sintetis hara makro Primer

Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer

Industri pupuk buatan majemuk hara makro Primer

Industri pupuk buatan tunggal

Industri pupuk buatan campuran hara makro Primer

Industri pupuk buatan hara makro sekunder
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Industri pupuk hara makro

Industri pupuk pelengkap

Industri pupuk media tanam

Industri pupuk lainnya

Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku
Industri karet buatan

Industri bahan baku pemberantas hama (bahan Aktd)
Industri bahan baku pemberantas hama (permulasi
Industri zat pengatur tumbuh

Industri bahan baku ameliaran (pembenahtanah)

Industri cat dan tinta cetak

Industri bahan pernis (termasukmastik)

Industri lakIndustrilak

Industri sabun bahan pembersih keperluan Rumah tangga
Industri kosmetik, termasuk pasta gigi

Industri kosmetik untuk hewan

Industri perekat gigi

Industri perekat/lem

Industri bahan peledak

Industri tinta

Industri minyak atsiri

Industri korek api

Industri minyak atsiri rantai tengah

Industri bahan kimia lainnya

Industri serat/benang/strip/filamen buatan

Industri serat staple buatan

Industri bahan farmasi untuk manusia

Industri produk farmasi untuk manusia

Industri produk obatt radisional

Industri produk obat tradisional untuk hewan

Industri bahan farmasi untuk hewan

Industri alat kesehatan dalam subgolongan 210d

Industri bahan baku obat tradisional

Industri produk obat tradisional

Industri produk obat tradisionalUntuk hewan

Industri banluar dan ban dalam

Industri vulkanisir ban

Industri pengasapan karet

Industri remiling karet

Industri karet remah (crumbrubber)

Industri barang dari karet untuk keperluan rumah
Industri barang dari karet untuk keperluan industry
Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur
Industri barang dari karet untuk kesehatan

Industri barang dari karet lainnya

Industri barang dari plastic untuk bangunan

Industri barang dari plastic untuk pengemasan

Industri pipa plastic dan perlengkapannya

Industri barang plastic lembaran

Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidaktermasuk furnitur)
Industri barang dan perlengkapan teknik/industry Dariplastic
Industri barang plastic lainnya untuk skala UKM.

Industri kaca lembaran.

Industri kaca pengaman.

Industri kacalainnya.

Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca.
Industri alat-alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan dari kaca.
Industri kemasan dari kaca.

Industri alat laboratorium klinis.

Industri barang lainnya dari kaca.

Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api.
Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya.
Industri batu bata dari tanah liat/keramik.

Industri genteng dari tanah liat/keramik.

Industri peralatan saniter dari porselen.
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Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng.
Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen.

Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik.

Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen.

Industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan.
Industri semen.

Industri kapur.

Industri gips.

Industri barang dari semen.

Industri barang dari kapur.

Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi.

Industri barang dari gips untuk konstruksi.

Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.

Industri barang dari asbes untuk keperluan industri.

Industri mortar dan beton siap pakai.

Industri barang dari semen, kapur, gips,dan asbes lainnya.

Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan
pajangan.

Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan.
Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan
bangunan.

Industri barang dari marmer, granit, dan batu lainnya.

Industri barang galian bukan logam lainnya

Industri besi dan baja dasar (iron and steelmaking)

Industri penggilingan baja (steelrolling)

Industri pipa sambungan pipa dari baja dan besi

Industri pembuatan logam dasar mulia

Industri pembuatan logam dasar bukan besi

Industri penggilingan logam bukan besi

Industri ekstruksi logam bukan besi

Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja

Industri pengecoran besidan baja

Industri pengecoran logam bukan besi dan baja

Industri barang dari logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan
Industri konstruksi berat siap pasang dari baja dan bangunan

Industri barang dan logam siap pasang untuk konstruksi lainnya

Industri tangki, dan tandon air dan wadah dari logam

Industri generator uap bukan ketel pemanas

Industri senjata dan amunisi

Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam metalorgi
bubuk

Jasa Industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian

Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan

Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga
Industri peralatan umum

Industri ember, kaleng, drum & wadah sejenis dari logam

Industri barang dari kawat

Industri paku, mur dan baut

Industri brangkas, filling kantor dan sejenisnya

Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam

Industri keperluan rumahtangga dari logam bukan peralatandapur dan peralatan
meja

Industri pembuatan profit

Industri lampu dari logam

Industri barang logam lainnya

Industri tabung electron dan konektor elektronik

Industri semi konduktor dan elektronika

Industri computer dan perakitan computer

Industri perlengkapan computer

Industri peralatan komputer dan faksimilasi

Industri peralatan komunikasi tanpa kabel(wireless)

Industri kartu cerdas(smartcard)

Industri peralatan komukasi lainnya

Industri televisidanperakitantelevise



339. Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda video bukan televisi

340. Industri alat ukur dan alat uji manual

341. Industri alat ukur dan alat uji elektrik

342. Industri alat ukur dan alat uji elektronik

343. Industri alat uji dalam proses industry

344. Industri alat ukur waktu

345. Industri peralatan iradiasi sinar x dan perlengkapan sejenisnya

346. Industri peralatan elektrodinamikal dan elektroterapi

347. Industri peralatan fotografi

348. Industri camera, cinematografi proyektor dan perlengkapannya

349. Industri teropong dan instrumen optik bukan kacamata

350. Industri media magnetic dan mediaoptik

351. Industri motor listrik

352. Industri mesin pembangkit listrik

353. Industri pengubah tekanan (transformator)

354. Industri peralatan pengontrolan dan pendistribusian listrik

355. Industri batu baterai kering (batu baterai primer)

356. Industri akumulator listrik

357. Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik

358. Industri kabel serat optic

359. Industri kabel listrik dan elektronik lainnya

360. Industri perlengkapan kabel

361. Industri bola lampu pijar,lampu penerangan, lampu terpusat dan lampu ultraviolet

362. Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)

363. Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi

364. Industri lampu led

365. Industri peralatan penerangan lainnya

366. Industri peralatan listrikrumah tangga

367. Industri peralatan elektrotermal rumah tangga

368. Industri peralatan pemanas dan panas dan masak bukan listrik rumah tangga

369. Industri peralatan listrik lainnya

370. Industri mesin uap, turbin dan kincir

371. Industri motor pembakaran dalam

372. Industri komponen dan suku cadang mesin dari turbin

373. Industri peralatan tenaga zat cair dan gas

374. Industri pompa lainnya, kompressor kran dan klep/katup

375. Industri bearing, roda gigi dan klep penggerak motor

376. Industri mesin, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan
arus listrik

377. Industri mesin, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus
listrik

378. Industri alat pengangkat dan pemindah

379. Industri mesin kantor dan akutansi manual

380. Industri mesin kantor dan akutansi elektrik

381. Industri mesin kantor dan akutansi elektronik

382. Industri mesin fotocopy

383. Industri mesin dan peralatan kantor lainnya

384. Industri perkakas tangan yang di gerakkan tenaga

385. Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan

386. Industri mesin timbangan

387. Industri mesin pendingin

388. Industri mesin untuk keperluan umum lainnya

389. Industri mesin pertanian dan kehutanan

390. Industri mesin danperkakas mesin untuk pengerjaan logam

391. Industri mesin danperkakas mesin untuk pengerjaan kayu

392. Industri mesin danperkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan listrik

393. Industri mesin dan metalurgi

394. Industri penambangan, penggalian dan konstruksi

395. Industri mesin pengolahan tembakau, minuman dan makanan

396. Industri cabinet mesin jahit

397. Industri mesin jahit serta mesin cuci dan pengering untuk keperluan niaga

398. Industri mesin tekstil

399. Industri jarum mesin jahit rajut,dan sejenisnya

400. Industri mesin penyiapan pembuatan dan bahan rajut kulit

401. Industri mesin percetakan



402. Industri mesin pabrik kertas

403. Industri mesin keperluan khusus lainnya

404. Industri kendaraan bermotor roda empat/lebih

405. Industri kendaraan multiguna desa

406. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industry trailer dan
semi trailer

407. Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor rodaemp atatau lebih

408. Industri kapal dan perahu

409. Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung

410. Industri peralatan, perlengkapan,danbagiankapal

411. Industri pembuatan kapal perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga

412. Industri lokomotif dan gerbong kereta

413. Industri pesawat terbang dan perlengkapannya

414. Industri kendaraan perang

415. Industri sepeda motor roda dua dan tiga

416. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga

417. Industri sepedadan kursi roda termasuk becak

418. Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak

419. Industri alata ngkutan lainnya

420. Industri furniture dari kayu

421. Industri furniture dari rotan dan bamboo

422. Industri furniture dari plastic

423. Industri furniture dari logam

424. Industri furniture lainnya

425. Industri permata barang perhiasan dan logam mulia untuk keperluan pribadi

426. Industri permata barang perhiasan & logam mulia bukan untuk keperluan pribadi

427. Industri permata barang perhiasan dan logam mulia untuk keperluan teknik
laboratorium

428. Industri perhiasan mutiara

429. Industri barang lainnya dan logam mulia

430. Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis

431. Industri alat music tradisional

432. Industri alat music bukan tradisional

433. Industri alat olahraga

434. Industri alat permainan

435. Industri mainan anak-anak

436. Industri furniture untuk operasi,perawatan, kedokteran dan kedokteran gigi

437. Industri peralatan untuk, perawatan, dokteran dan kedokteran gigi orthopaedic
dan prosthetic

438. Industri kacamata

439. Industri untukoperasi, perawatan,dokteran dan kedokteran gigi serta peralatan
lainnya

440. Industri alat tulis gambar, dan perlengkapannya

441. Industri pita mesin

442. Industri tulis dan gambar

443. Industri kerajinan

444. Industri peralatan untuk perlindungan dan keselamatan

445. Industri serat sabut kelapa

446. Industri produksi radiosotop

447. Industri fabrikasielemenbakaruranium

448. Industri olahan lainnya

449. Industri produk logam siap pasang, untuk tangki, tendon air,dan generator uap

450. Industri reparasi produk senjata dan amunisi

451. Industri reparasi produk logam dan lainnya

452. Industri reparasi mesin untuk keperluan umum

453. Industri reparasi untuk keperluan khusus

454. Industri alatukur, alat uji navigasi dan control

455. Industri reparasi peralatani radiasi, elektromedis dan elektro dinamis

456. Industri reparasi peralatan fotografi dan optic

457. Industrir reparasi listrik generator dan transformator

458. Industri baterai dan akumulator listrik

459. Industri reparasi kapal,perahu,dan bangunan terapung

460. Industri peralatan listrik lainnya

461. Industri lokomotif dan gerbong kereta

462. Industri pesawat terbang
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Industri alat angkutan lainnya bukan kendaraan bermotor
Industri reparasi peralatan lainnya

Industri instalasi pemasangan mesin dan peralatan industry
Industri pengadaan uap air panas/air dingin

Produksies

Industri pengelolaan air limbah berbahaya

Industri pengelolaan air limbah tidak berbahaya

Daur ulang barang logam

Daur ulang barang bukan logam

Konstruksi gedung industry

Reparasi mobil

Reparasi motor

Peneribitan surat kabar jurnal, dan bulletin atau majalah
Penerbitan piranti lunak

Aktivitas produksi film,video dan industry televise pemerintah
Aktivitas produksi film, video dan industri televise swasta
Aktivitas pasca produksi film, video dan industri televisi pemerintah
Aktivitas pasca produksi film, video dan industry televise swasta
Jasa multimedia lainnya

Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerakseluler atau jaringan tetap lokal tanpa
kabel denganmobilitasterbatas

Aktivitas pengembangan video game

Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan (e-Commerce)
Aktivitas program computer lainnya

Aktivitas konsultasi keamanan informasi

Aktivitas konsultasi dan perancangan internet

Aktivitas konsultasi manajemen fasilitas computer lainnya dan computer
Aktivitas teknologi informasi,dan jasa computer

Aktivitas pengolahan data

Aktivitas hosting dan YDBI

Portalweb /platform digital tanpa tujuan komersial

Portalweb /platform digital dengan tujuan komersial

Kawasan industry

Aktivitas konsultasi dan manajemen lainnya

Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi YBDI

Jasa sertifikasi

Jasa pengujian laboratorium

Jasa inspeksi priodik

Jasa inspeksi instalasi

Jasa kalibrasi/meterologi

Jasa commissioning process industrial quality assurance dan quality control
Analisa dan uji teknis lainnya

Penelitian dan pengembangan teknologi rekayasa

Penelitian dan pengembangan bioteknologi

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Aktivitas perancangan khusus

Aktivitas professional ilmiah dan teknis lainnya

Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi tanpa mesin dan peralatan
industry

Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi tanpa mesin dan peralatan
pengolahan

Aktivitas pengepakan

Reparasi komputerdanperalatansejenisnya

Reparasi peralatankomunikasi

Reparasi alat-alatelektronikkonsumen

Reparasi peralatanrumahtanggadanperalatan

Reparasi alaskakidanbarangkulit

Reparasi furnitur danperalatanrumahpribadi

Reparasi peralatanrumahtanggadanperalatanpribadi



E. Sektor Perdagangan
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Perdagangan eceran minuman beralkohol(Golongan B dan C).
Perdagangan eceran bukan ditoko,kos kaki lima,dan los pasar lainnya (Selain
penjualan langsung)

Portal Web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (Penyelenggaraan
perdagangan melalui sIstem elektronik Mikro Kecil)

Perdagangan besar mobil baru.

Perdagangan besar mobil bekas.

Perdagangan eceran mobil baru.

Perdagangan eceran mobil bekas.

Pencucian dan salon mobil.

Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil.

Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil.

Perdagangan besar sepeda motor baru.

Perdagangan besar sepeda motor bekas.

Perdagangan eceran sepeda motor baru.

Perdagangan eceran sepeda motor bekas.

Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris sepeda motor.

Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris sepeda motor.
Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (kecuali penyelenggaraan
pasar lelang komoditas).

Perdagangan besar padi dan palawija.

Perdagangan besar buah yang mengandung minyak.

Perdagangan besar bunga dan tanaman hias.

Perdagangan besar tembakau rajangan.

Perdagangan besar binatang hidup.

Perdagangan besar kulit dan kulit jangat.

Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.

Perdagangan besar beras.

Perdagangan besar buah-buahan.

Perdagangan besar sayuran.

Perdagangan besar kopi, teh, dan kakao.

Perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.
Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan.

Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan.

Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya.

Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.

Perdagangan besar susu dan produk susu.

Perdagangan besar minyak dan lemak hewani.

Perdagangan besar gula, coklat & kembang gula.

Perdagangan besar produk roti.

Perdagangan besar minuman nonalkohol bukan susu.

Perdagangan besar rokok dan tembakau.

Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.

Perdagangan besar tekstil.

Perdagangan besar pakaian.

Perdagangan besar alaskaki.

Perdagangan besar alat tulis dan gambar.

Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk
Perdagangan besar dan alat fotografi dan alat optic

Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
Perdagangan besar alat olahraga

Perdagangan besar alat musik

Perdagangan besar perhiasan dan jam

Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak

Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL
Perdagangan besar computer dan peralatan lainnya

Perdagangan besar piranti lunak

Perdagangan besar suku cadang elektronik

Perdagangan besar disket, flashdrive, pita audio dan video CD dan DVD kosong
Perdagangan besar peralatan dan telekomunikasi

Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian
Perdagangan besar mesin kantor dan industry pengolahan suku cadang
pengolahan suku cadang perlengkapannya



61. Perdagangan besar Perdagangan besar mesin alat transportasi darat (bukanmobil,
sepedamotor dan sejenisnya) suku cadang dan cadang perlengkapannya

62. Perdagangan besar Perdaganganbesar mesin alat transportasi udara, suku
cadang dan cadang perlengkapannya

63. Perdagangan besar Perdagangan besar mesin suku cadang dan cadang
perlengkapan lainnya

64. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi

65. Perdagangan besar kaca

66. Perdagangan besar genteng, batu, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur,
semen dan kaca

67. Perdagangan besar semen, kapur,besi dan batu

68. Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen

69. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu

70. Perdagangan besar cat

71. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan

72. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya

73. Perdagangan besar bahan dan barang dari barang kimia

74. Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar

75. Perdagangan besar kertas dan karton

76. Perdagangan besar barang besar dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

77. Perdagangan besar produk lainnya YTDL

78. Perdagangan besar berbagai macam barang

79. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman
dan tembakau bukan di minimarket/supermarket/dan hypermarket

80. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan,
minuman dan tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba
(departmentstore)

81. Perdagangan ecer padi dan pala wijaya

82. Perdagangan ecer buah-buahan

83. Perdagangan ecer sayuran

84. Perdagangan ecer hasil peternakan

85. Perdagangan ecer hasil pertanian lainnya

86. Perdagangan ecer minuman tidak beralkohol

87. Perdagangan ecer khusus rokok dan tembakau di toko

88. Perdagangan eceran beras

89. Perdagangan eceran roti, kuekering, serta basah dan sejenisnya

90. Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah

91. Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco, dan oncom

92. Perdagangan eceran daging dan olahan ikan

93. Perdagangan eceran makanan lainnya

94. Perdagangan eceran computer dan perlengkapan lainnya

95. Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenis

96. Perdagangan eceran piranti lunak (software)

97. Perdagangan eceran alat telekomunikasi

98. Perdagangan eceran mesin kantor

99. Perdagangan eceran khusus peralatan audio, video, di took

100. Perdagangan eceran tekstil

101. Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil

102. Perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit

103. Perdagangan eceran barang logam untuk perlengkapan konstruksi

104. Perdagangan eceran kaca

105. Perdagangan eceran genteng, batu bata,ubin dan sejenisnya dari tanah liat,
kapur, semen/kaca.

106. Perdagangan eceran semen, kapur, pasir, dan batu.

107. Perdagangan eceran bahan konstruksi dan porselen

108. Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu.

109. Perdagangan eceran cat, pernis, dan lak.

110. Perdagangan eceran barbagai macam material bangunan.

111. Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya.

112. Perdagangan eceran khusus karpet, permadani, Dan penutup dinding dan lantai di
toko.

113. Perdagangan eceran furniture.

114. Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan
perlengkapannya.

115. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik.



116.

117.

118.

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

168.

169.
170.
171.
172.
173.

Perdagangan
tanah liat.
Perdagangan

eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau

eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu,

bambu, atau rotan.

Perdagangan
plastik, batu,
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan

eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari
tanah liat, kayu, bambu, atau rotan.

eceran alat musik.

eceran peralatan dan perlengkapan Rumah tangga Ydtl.
eceran alat tulis menulis dan gambar.

eceran hasil percetakan dan penerbitan.

eceran khusus rekaman music dan video di toko.

eceran khusus peralatan olahraga di toko.

eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko.
eceran kertas, kertas karton, dan barang dari kertas/karton.
eceran pakaian

eceran sepatu, sandal,dan alas kaki lainnya.

eceran pelengkap pakaian.

eceran tas, dompet, koper, ransel, dan sejenisnya.
eceran alat fotografi dan perlengkapannya

eceran alat optik dan perlengkapannya

eceran kaca mata

eceran jam

eceran barang perhiasan

eceran perlengkapan pengendara

eceran pembungkus dari plastik.

eceran khusus barang baru lainnya Ydtl

eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga.
eceran pakaian, alas kaki, dan pelengkap pakaian bekas.
eceran barang perlengkapan pribadi bekas.

eceran barang listrik dan elektronik bekas.

eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas.

eceran barang antik.

eceran barang bekas lainnya

eceran hewan ternak.

eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan.
eceran bunga potong/florist.

eceran tanaman dan bibit tanaman

eceran pupuk dan pemberantas hama

eceran perlengkapan dan media Tanaman hias.

eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput,

dan sejenisnya.

Perdagangan

eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dari

binatang/ hewan yang diawetkan.

Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
perburuan

Perdagangan

eceran barang kerajinan dari logam

eceran barang kerajinan dari keramik.

eceran lukisan.

eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya.

eceran mesin pertanian dan perlengkapannya

eceran mesin jahit dan perlengkapannya

eceran mesin lainnya dan perlengkapannya.

eceran alat-alat pertanian.

eceran alat-alat pertukangan.

eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija
eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan.
eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran.
eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan.
eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan

eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil

pertanian lainnya.

Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan

eceran kaki lima dan los pasar beras.
eceran kaki lima dan los pasar roti,
eceran kaki lima dan los pasar kopi,
eceran kaki lima dan los pasar tahu,
eceran kaki lima dan los pasar minuman



174.
175.
176.
177.
178.
179.

180.
181.
182.

183.
184.
185.
186.

187.
188.
189.
190.
191.

192.

193.

194.

195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

202.
203.
204.

205.
206.
207.
208.
209.

210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

222.

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman Ydtl.
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian.

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pakaian dan benang
bahan kimia

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyakatsiri)
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan
alat laboratorium dan ybdi YTDL

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca Mata

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan perhiasan

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas,d ompet, koper, ransel dan
sejenisnya

Perdagangan eceran kaki lima dan los Pasar perlengkapan sepeda motor
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barangel ektronik

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan
dapur dari plastik/melamin

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan
dapur dari batu Atau tanah liat

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Barang pecah belah dan perlengkapan
dapur dari Kayu.

Perdagang eceran kakilima dan los pasar Barang pecah belah dan perlengkapan
dapur bukan dari tanah liat, plastic bambu, kayu atau rotan

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Perlengkapan alat kebersihan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton, dan barang dari kertas
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat music
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar allat fotografi, alat optik, danp
erlengkapannya

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Campuran kertas, karton barang dari
kertas, alat tulis menulis dan gambar hasil pencetakan, dan penerbitan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Barang kerajinan

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang anak

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah
tangga

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan
pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas

Perdagangan eceran kakilima dan los pasar listrik, elektronik bekas

Perdagangan eceran kakilima dan los pasar barang bekas campuran

Perdagangan eceran kakilima dan los pasar barang lainnya

Perdagangan eceran melalui media untuk Komoditi makanan, minuman,
tembakau, kimia, farmasi kosmetik, dan alat laboratorium

Perdagangan eceran melalui media untuk Komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan
barang keperluan pribadi

Perdagangan eceran melalui media untuk Perlengkapan rumah tangga dan
perlengkapan dapur

Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran

Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya
Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak

Perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman, atau makanan hasil
industry pengolahan

Perdagangan eceran keliling komoditi bahan kimia, farmasi kosmetik, dan alat
laboratorium

Perdagangan eceran keliling pakaian,tekstil,alas kaki dan barang keperluan pribadi



223. Perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur

224. Perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan,
alat olahraga, alat musik, alat footografi, dan Komputer.

225. Perdagangan eceran keliling barang kerajinan

226. Pergudangan dan penyimpanan

227. Pergudangan dan penyimpanan lainnya

228. Aktivitas cold storage

229. Sewaguna usahatanpahakopsi intelektual properti bukan karya hak cipta

230. Realestate yang dimiliki sendiri atau disewa

231. Perdagangan eceran keliling yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di
minimarket/supermarket/hypermarket

232. Perdagangan eceran keliling yang utamanya Bukan makanan,minuman atau
tembakau di toserba (departemen store)

233. Tanda daftar gudang

234. Surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C
(SKPLB&SKPLC)

235. Surat tanda pendaftaran waralaba bagi:
Penerima waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba luar negeri

236. Surat tanda pendaftaran waralaba bagi:
Penerima waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba dalam negeri

F. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Izin pengusahaan sumber daya air (wilayah sungai dalam Kabupaten).
2. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan(Jalan Kabupaten)
3. Izin pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol.

G. Sektor Transportasi
1. Angkutan jalan rel wisata.
2. Angkutan jalan rel lainnya
3. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau
4. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan
5. Angkutan sungaidan danau Liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang
6. Angkutan penyeberangan umum dalam Kabupaten untuk barang.
7. Konstruksi jalan rel.
8. Rerparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung.
9. Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang.
10.Angkutan laut luar negeri untuk barang umum.
11.Angkutan bus khusus.
12.Angkutan bus dalam trayek lainnya.
13.Angkutan bus tidak dalam trayek lainnya.
14.Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk
penumpang.
15.Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan Ybdl.
16.Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/ atau hewan.
17.Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus.
18.Angkutan darat khusus bukan bus.
19.Angkutan taksi.
20.Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut (pelabuhan pengumpan lokal).
21.Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat.
22.Pengerukan (pelabuhan pengumpan lokal).
23.Penyiapan lahan (pelabuhan pengumpan lokal).
24.Angkutan sungai dan danau untuk bahan berbahaya.
25.Aktifitas perparkiran diluar badan jalan (Off street parking).
26.Angkutan darat lainnya untuk penumpang.
27.Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang.
28.Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum
29.Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
30.Angkutan tidak bermotor untuk penumpang.
31l.Angkutan bus perbatasan.
32.Angkutan bus kota.
33.Angkutan bus perbatasan bukan bus dalam trayek
34.Angkutan bus perkotaan bukan bus dalam trayek.
35.Angkutan bus perdesaan bukan bus dalam trayek.
36.Angkutan penyeberangan dalam Kabupaten untuk penumpang.
37.1zin pembangunan prasarana perkeretaapian umum
38.1zin operasi prasarana perkeretaapian umum.



39.1zin operasi sarana perkeretaapian umum.
40.1zin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus.
41.1zin operasi perkeretaapian khusus.
42.Pengalihan izin perkeretaapian khusus
43.Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api ,kelas
jalur kereta api kelas stasiun kereta api,dan atau fasilitas operasi kereta api dan/
atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)
44.Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)
45. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)
46.Sertifikat standar perubahan data Siupal/ Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
47.Sertifikat standar perubahan data Siupal/ Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
48.Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/ Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
49. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/ Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
50. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko
Menengah Rendah)
51.Sertifikat pemutakhiran tahunan:standar2 (dua) tahunan:
a. Perusahaan bongkar muat
b. Jasa pengurusan transportasi
c. Depo peti kemas
d. Tallg mandiri
e. Angkutan perairan pelabuhan

f. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait

g. Perawatan dan perbaikan kapal

h. Pengelolaan kapal

i. Keagenan kapal

j. Perantara jual beli dan/ atau sewa kapal (Resiko menengah rendah)

52. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko
Menengah Tinggi)

53. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko
Menengah Tinggi)

54. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko MenengahTinggi)

55. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko MenengahTinggi)

56. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal linerdeviasi (Risiko Menengah Tinggi)

57. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal linersubstitusi (Risiko Menengah Tinggi)

58. Sertifikat
standarrencanapengoperasiankapaltramperftramperkhusus(RisikoMenengahTinggi)

59. Izin pembangunan /pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)

60. Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)

61. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk
melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan
petikemas (Risiko Menengah Tinggi).

62. Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas
untuk melayani barang umum (general cargo/multipurposel menjadi untuk melayani
angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi).

63. Izinkegiatankerjakerukdanpenyiapanlahan(reklamasi)(RisikoTinggi)

64. lzinkegiatankerjakeruk(RisikoTinggi)

65. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja
reklamasi/kegiatan kerja kerukdanreklamasi(RisikoMenengahTinggi)

66. Sertifikat standar pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko
Menengah Tinggi)

67. SertifikatpengoperasianKhusus/TUKSMenengahTinggi) standarTerminal(Risiko)

68. Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS
(Risiko Menengah Tinggi)

69. Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko
Menengah Rendah)

70. Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan

1. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (Usaha mikro obat tradisional).
Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama
dan madya, Optikal, Rumah Sakit kelas Pratama).

3. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah sakit pemerintah kelas C&D)

Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek(Apotik)

5. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek
(Tokoobat)

»



6. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi (Tokoobat).

7. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional (Pedagang kaki lima
obat tradisional dan Toko obat tradisional (di los pasar))

8. Rumah/Kedai Obat Tradisional (Kedai jamu/depot jamu).

9. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (Toko obat tradisional).

10. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik (Toko kosmetik (di los pasar)
dan pedagang kaki lima kosmetik).

11. Industri Pengolahan Lainnya YTDL (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan
tongkat dan produksi alat kesehatan tongkat).

12. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (Toko kosmetika).

13. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk
Manusia (Toko alat kesehatan,

14. Industri Alat Kesehatan dalam Sub golongan 2101 (Perusahaan Rumah Tangga (PRT)
alat kesehatan dan PKRT).

15. Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (Penyelenggaraan pengendalian
vector dan binatang pembawa penyakit pacla bangunan, permukiman, industry dan
tempat lainnya di Kabupaten)

16. Aktivitas Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit swasta kelas CdanD).

17. Aktivitas Klinik Swasta (klinik pratama dan utama swasta)

18. Kedokteran Gigi (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan, produk hospital
furniture risiko rendah).

19. Industri Kertas tissue (Perusahaan Rumah Tangga alat kesehatan dan PKRT).

20. Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat
kesehatan dan PKRT produk sabun cuci).

21. Aktivitas Puskesmas

22. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional(Penyelenggaraan panti sehat berkelompok).

23. Aktivitas Klinik Pemerintah (klinik pratama dan utama pemerintah).

24. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain
Dokter dan Dokter Gigi (Griya sehat).

25. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah
(tidak melalui OSS)

26. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak
melalui OSS)

27. Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten

28. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-1RT)

29. Sertifikat laik higiene sanitasi di wilayah Kabupaten.

30. Sertifikat laik sehat- di wilayah Kabupaten.

31. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
(SPP-IRT)

I. SektorPendidikandanKebudayaan
1. Izin pendidikan dasar yang di selenggarakan oleh masyarakat.
2. Izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh
masyarakat.

J. SektorPariwisata

1. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang di kelola Pemerintah
Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang di kelola swasta
3. Wisata budaya lainnya (Meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampong adat,

dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok).

4. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata (Usaha yang kegiatannya sebagai perantara
penjualan paket wisata, baik secara daring (online maupun luring (offlinel ,yang
dikemas oleh biro perjalanan wisata;memesan tiket angkutan darat, laut, dan
udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi,
restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan kedestinasi atau daya
tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau
dokumen lain yang dipersamakan 91021 s.d. 91025,baik di kelola oleh pemerintah
maupun swasta).
Vila (non bintang)
Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu <50unit.
Warung/Rumah Makan.
Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya.
. Rumah Minum /Kafe.
10. Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap
11. Kedai Minuman
12. Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap.
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu <61 unit atau jumlah karyawan <4lorang.

Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu <61 unit atau jumlah
karyawan <41 orang.

Pondok Wisata.

Bumi Perkemahan,dan Taman Karavan.

Persinggahan Karavan.

Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya.
Penginapan Remaja (Youth Hostel).

Aktivitas Operasional Fasilitas Seni.

Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival.

Promotor Kegiatan Olahraga

Fasilitas Stadion

Fasilitas Lapangan.

Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya.

Rumah Pijat.

Aktivitas Seni Pertunjukan.

Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan.

Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan.

Pelaku Kreatif Seni Musik.

Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa.

Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya.
Fasilitas Olahraga Beladiri.

Fasilitas Pusat Kebugaran/Filrress Center.

Aktivitas Olahraga Tradisional.

Taman Rekreasi/Taman Wisata.

Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL.
Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus.
Aktivitas Hiburan, Seni,dan Kreativitas lainnya.

Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
(MICE).

Jasa Penyelenggara Event Khusus (SpecialEvent)

Jasa Informasi Pariwisata.

Jasa Informasi Daya Tarik Wisata.

Aktivitas Konsultasi Pariwisata

Jasa Pramuwisata.

Jasa Interpreter Wisata.

Jasa Reservasi Lainnya YBDIYTDL.

Kolam Pemancingan.

Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya.

Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya.

Wisata Agro.

Museum yang Dikelola Pemerintah.

Museum yang Dikelola Swasta.

Pemandian Alam.

Wisata Pantai.

Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia Lainnya.
Angkutan Darat Wisata.

Vila bintangl.

Aktivitas Biro Perjalanan Wisata

Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa manajemen hotel).
Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata)

Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61-100 unit atau jumlah karyawan
41 — 99orang.

Apartemen Hotel,dengan unit hunian tamu 61-100 unit atau jumlah karyawan
41-99orang.

Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50-100 unit.
Karaoke.

Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya.
Aktivitas Kebugaran Lainnya.

Daya Wisata Lainnya.

Aktivitas Perburuan.



K. Sektor Ketenagakerjaan, meliputi :

Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah.

Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.
Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah.

Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah.
Pelatihan kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah.
Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah.

Pelatihan Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kerja.
Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya.

9. Pelatihan Kerja Teknik Swasta.

10. Pelatihan kerja Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta.
11. Pelatihan kerja Industri kreatif swasta.

12. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta.

13. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta

14. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta.

15. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta.

16. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya.

17. Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan.

18. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan.
19. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan.

20. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan.

21. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan.

22. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan.

23. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan.

24. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya
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L. Perizinan Lainnya, terdiri dari :

Izin Penyelenggaraan Reklame LAMTIM

Izin Operasional Sekolah LAMTIM

Izin Praktik Dokter Hewan_LAMTIM

Surat Keterangan Penelitian_LAMTIM

Keterangan Rencana Kabupaten_LAMTIM

Surat Izin Akupunktur

Surat Izin Akupunktur Level 5

Surat Izin Akupunktur Level 6

Surat Izin Apoteker

10. Surat Izin Apoteker Spesialis

11. Surat Izin Audiologis

12. Surat Izin Audiologis Level 5

13. Surat Izin Bidan Profesi

14. Surat Izin Bidan Vokasi

15. Surat Izin Bidan Vokasi Level 5

16. Surat Izin Bidan Vokasi Level 6

17. Surat Izin Dietisien

18. Surat Izin Dokter

19. Surat Izin Dokter Gigi

20. Surat Izin Dokter Gigi Internship

21. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis

22. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial
23. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak

24. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi

25. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik

26. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Ortodonti

27. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial
28. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut

29. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Periodonsia

30. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia

31. Surat Izin Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
32. Surat Izin Dokter Internship

33. Surat Izin Dokter Spesialis

34. Surat Izin Dokter Spesialis Akupuntur Medik

35. Surat Izin Dokter Spesialis Anak

36. Surat Izin Dokter Spesialis Andrologi

37. Surat Izin Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
38. Surat Izin Dokter Spesialis Bedah

© XN R WD =



39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.

Surat Izin Dokter Spesialis Bedah Anak

Surat Izin Dokter Spesialis Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik
Surat Izin Dokter Spesialis Bedah Saraf

Surat Izin Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular

Surat Izin Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika
Surat Izin Dokter Spesialis Emergensi Medisin

Surat Izin Dokter Spesialis Farmakologi Klinik

Surat Izin Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal

Surat Izin Dokter Spesialis Gizi Klinik

Surat Izin Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik
Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer
Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler
Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi

Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga

Surat Izin Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan

Surat Izin Dokter Spesialis Kelautan

Surat Izin Dokter Spesialis Mata

Surat Izin Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik

Surat Izin Dokter Spesialis Neurologi

Surat Izin Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi

Surat Izin Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

Surat Izin Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

Surat Izin Dokter Spesialis Parasitologi Klinik

Surat Izin Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Surat Izin Dokter Spesialis Patologi Klinik

Surat Izin Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Surat Izin Dokter Spesialis Psikiatri

Surat Izin Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
Surat Izin Dokter Spesialis Radiologi

Surat Izin Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
Surat Izin Dokter Spesialis Urologi

Surat Izin Elektromedis

Surat Izin Elektromedis Level 5

Surat Izin Elektromedis Level 6

Surat Izin Elektromedis Level 8

Surat Izin Entomolog Kesehatan

Surat Izin Entomolog Kesehatan Level 5

Surat Izin Entomolog Kesehatan Level 6

Surat Izin Epidemiolog Kesehatan

Surat Izin Epidemiolog Kesehatan Level 5

Surat Izin Epidemiolog Kesehatan Level 6

Surat Izin Epidemiolog Kesehatan Level 7

Surat Izin Fisikawan Medik

Surat Izin Fisioterapis

Surat Izin Fisioterapis Level 5

Surat Izin Fisioterapis Level 6

Surat Izin Ners

Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Anak

Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis
Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Geriatri

Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Jiwa

Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler

Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Komunitas

Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Maternitas

Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah

Surat Izin Ners Spesialis Keperawatan Onkologi

Surat Izin Nutrisionis

Surat Izin Nutrisionis Level 5

Surat Izin Nutrisionis Level 6

Surat Izin Nutrisionis Level 8

Surat Izin Optometris

Surat Izin Optometris Level 5

Surat Izin Optometris Level 6

Surat Izin Ortotik Prostetik



104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Surat Izin Ortotik Prostetik Level 5

Surat Izin Ortotik Prostetik Level 6

Surat Izin Ortotik Prostetik Level 7

Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi
Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator

Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan
Surat Izin Pembimbing Kesehatan Kerja

Surat Izin Pembimbing Kesehatan Kerja Level 7

Surat Izin Penata Anestesi

Surat Izin Penata Anestesi Level 5

Surat Izin Penata Anestesi Level 6

Surat Izin Perawat Vokasi

Surat Izin Perawat Vokasi Level 5

Surat Izin Perawat Vokasi Level 6

Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5
Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 6
Surat Izin Psikologi Klinis

Surat Izin Radiografer

Surat Izin Radiografer Level 5

Surat Izin Radiografer Level 6

Surat Izin Radiografer Level 8

Surat Izin Refraksionis Optisien

Surat Izin Teknisi Gigi

Surat Izin Teknisi Gigi Level 5

Surat Izin Teknisi Kardiovaskuler

Surat Izin Teknisi Kardiovaskuler Level 5

Surat Izin Teknisi Pelayanan Darah

Surat Izin Teknisi Pelayanan Darah Level 5

Surat Izin Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan

Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat

Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat Level 7

Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental

Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental Level 6
Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan

Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisonal
Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisonal Level 5
Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisonal Level 6
Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu Level 5
Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu

Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Level 5
Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Level 6
Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Level 7
Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan

Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 5

Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6

Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik

Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5

Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6

Surat Izin Tenaga Vokasi Analis Farmasi dan Makanan Level 5
Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi

Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi Level 5

Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi Level 6

Surat Izin Terapis Gigi dan Mulut

Surat Izin Terapis Gigi dan Mulut Level 5

Surat Izin Terapis Gigi dan Mulut Level 6

Surat Izin Terapis Okupasional

Surat Izin Terapis Okupasional Level 5

Surat Izin Terapis Okupasional Level 6

Surat Izin Terapis Wicara

Surat Izin Terapis Wicara Level 5

Surat Izin Terapis Wicara Level 6



M. Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Lainnya Terdiri dari:
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung

Persetujuan Lingkungan

Keterangan Rencana Kabupaten

Rekomendasi PendirianSatuan Pendidikan Kerjasama
Pertimbangan Penyelenggaraan Toko Modern

Surat Keterangan Penelitian.
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